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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu'alaikum Wr, Wb 

Bismillahirohmanirohim 

 

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada Allah 

SWT atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang sudah diberikan 

sehingga kami bisa menyelesaikan Buku tentang “KUPAS TUNTAS 

PRO KONTRA KEPUTUSAN PENGADILAN JAKARTA PUSAT 

TERKAIT PENUDAAN  PEMILU 2024 MERAUNG PENUNDAAN 

PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2024 TETAP DILAKSANAKAN 

BERDASARKAN KONSTITUSI INDONESIA”. 

Kami selaku penulis memohon beribu-ribu maaf apabila ada 

kesalahan, referensi, kutifipan atau salah menorehkan sumber-

sumber buku ini, kami juga sadar bahwa penulisan buku ini bukan 

merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri yang kami kutif dari 

berbagai sumber baik dari buku, jurnal, desertasi, tesis, skripsi, 

website, Internet media online dan media non online, serta sumber 

lainnya. Ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu 

kami di dalam menyelesaikan buku ini, seperti pengambilan data, 

pemilihan contoh, dan lain-lain. Maka dari itu, kami mengucapkan 

banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu 

memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum 

maupun ketika menulis buku panduan ini. 

Kami juga sadar bahwa buku yang kami buat masih tidak 

belum bisa dikatakan sempurna. Maka dari itu, kami meminta 

dukungan dan masukan dari para pembaca, agar kedepannya kami 

bisa lebih baik lagi di dalam menulis sebuah buku. 

Akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak, yang 

tidak bisa kami sebutkan satu per satu yang turut serta membidani 

kelahiran buku ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Anda-

Anda semua. Selamat membaca dan semoga bermanfaat. 

 

Billahit taufiq walhidayah,  

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 
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Pemilu Pesta Demokrasi  

Pemilu 2024 Pesta demokrasi akbar yang dilaksanakan 

selama 5 (lima) tahun sekali, digarapkan pemilu juga dapat 

mebangkitkan geliat ekonomi pasca pandemi Munculnya wacana 

penundaan pemilu 2024 menjadi salah satu isu krusial di awal 

tahun 20211 . Banyak pro dan kontra yang terjadi di masyarakat 

terkait isu ini. Karena selain berkaitan dengan ketentuan konstitusi 

Indonesia, proses pelaksanaan pemilu 2024 juga terjadi di tengah 

pemulihan ekonomi pasca panncemi COVID-19. Namun pada 

akhirnya Presiden Joko Widodo dalam pidatonya yang 

disampaikan pada tanggal 10 april 2022 menegaskan bahwasanya 

pemilihan umum 2024 akan tetap dilaksanakan sesuai semestinya 

dan tanpa ada penundaan suatu apapun. Untuk itu dalam 

penelitian ini akan dijelaskan apakah pemilu 2024 bisa berjalan 

beriringan dengan pemulihan ekonomi paca pandemi COVID-19. 

Dengan menggunakan jenis penelitian keadilan normatif dengan 

metode pengumpulan data kualitatif, hasil dari penelitian ini 

didapatkan bahwa pemilu 2024 sudah seyogyanya harus tetap 

berjalan sesuai dengan ketentuan konstitusi dan harus bisa berjalan 

ditengah pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, tentunya 

 
1 Gentur Isra'j Maulana, Priska Illiyina Fridawati, Heni Masruroh, Pemilu 
2024: Pesta demokrasi akbar pembangkit kondisi ekonomi pasca pandemi, 
Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S), 2(8), 2021, 
751-757 ISSN: 2797-0132 (online), DOI: 10.17977/um063v2i82022p751-757 
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Konsep Wacana 

Secara etimologis kata wacana (discourse) berasal dari bahasa 

latin discurrere (mengalir kesana kemari) dari nominalisasi kata 

discursus (mengalir secara terpisah yang ditransfer maknanya 

menjadi terlibat dalam sesuatu, atau memberi informasi sesuatu) 

(Vass, dalam Syukur, 2009: 42). 

Vass dalam Syukur (2009: 42) menjelaskan makna wacana 

sebagai berikut: 

1. (secara umum): tuturan,percakapan,diskusi. 

2. Penyajian diskursif sederet pemikiran dengan menggunakan 

serangkaian pernyataan. 

3. Serangkaian pernyataan atau ujaran, sederet pernyataan. 

4. Bentuk sebuah rangkaian pernyataan/ungkapan, yang dapat 

berupa (arkeologi): wacana ilmian, puitis, religius. 

5. Perilaku yang diatur kaidah yang menggiring kea rah lahirnya 

serangkaian atau sistem pernyataan-pernyataan yang saling 

terkait. 

6. Bahasa sebagai suatu totalitas, seluruh bidang linguistic. 

7. Mendiskusikan dan mempertanyakan criteria validitas dengan 

tujuan menghasilkan consensus di antara peserta wacana. 

Menurut Badudu dalam Badara (2012: 16) wacana 

merupakan rentetan kalimat yang berkaitab, yang menghubungkan 

proposisi yang satu dengan proposisi yang lainnya, membentuk 

satu kesatuan, sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara 

kalimat-kalimat itu, kemudian, Badudu juga mendefinisikan 
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Wacana  Penundaan Pemilu 2024 
Beberapa minggu terakhir politik nasional menghangat 

karena beberapa elite politik berencana menunda pemilu 202471, 

bahkan bisa disebut berita paling hot dan menghiasi halaman 

utama berbagai media nasional baik cetak maupun elektronik. 

Media asing pun tak luput menulis berita tersebut. Alasan 

penundaan pemilu ialah ekonomi masyarakat belum pulih akibat 

pandemi Covid-19 dan pemerintah ingin fokus untuk pemulihan 

ekonomi terlebih dahulu ketimbang urusan politik (pemilu). Selain 

alasan itu, katanya masyarakat sangat puas dengan kinerja Jokowi 

sehingga kekuasaannya harus diperpanjang daripada 

mengeluarkan uang sangat banyak untuk urusan politik (pemilu), 

walau sebenarnya masih bisa dipertanyakan masyarakat yang 

mana. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan 

(LBP), salah seorang penggagas penundaan pemilu, mengatakan 

“Saya tanya kamu, apa alasan orang bikin Pak Jokowi turun? Ada 

alasannya?”, dengan nada suara tinggi.  

Berawal dari usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, 

rencana penundaan pemilu kemudian disambut oleh dua Ketum 

Parpol, yaitu Golkar melalui Airlangga Hartarto dan PAN melalui 

Zulkifli Hasan. Walhasil, sudah ada tiga ketua umum partai politik 

mengusulkan penundaan pemilu. Sebenarnya secara politik di 

mana hampir tidak ada oposisi di DPR, rencana tersebut sangat 

 
71 Mudjia Rahardjo,  Wacana Penundaan Pemilu dan Membaca “Big Data” 
Luhut secara Ilmiah, Malang, 25 Maret 2022, h. 1-9 
 

POLEMIK PENUNDAAN 

PEMILU DAN 

PERPANJANGAN MASA 

JABATAN KEPALA DESA 



 

135 
 

BAB 

4 

Isu Pemilu 2024 Ditunda Mencuat Lagi, Ini 5 Tokoh Pewacana 

Penundaan Pemilu, Luhut Sebut Big Data 

Pemilu (Pemilihan Umum) merupakan konsekuensi logis 

dari negara demokrasi, dan demokrasi adalah cara aman untuk 

mempertahankan kontrol atas negara hukum, 105  begitupun juga 

dengan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah). Pada Pasal 1 ayat (2) 

dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa Indonesia 

adalah negara hukum yang demokratis. Demokratis berarti 

kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

Undang-Undang Dasar.   Menurut   Jimly   Asshiddiqie,   pemilu   

selain   sebagai perwujudan demokrasi dan Hak Asasi Manusia 

(HAM), juga bertujuan untuk mengisi dan melaksanakan suksesi 

kepemimpinan secara tertib. Dalam melaksanakan pemilihan 

umum yang demokratis, dapat dijalankan secara langsung maupun 

tidak langsung.106 

 

 

 
105  Jurnal Crepido, Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 
Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia, Volume 02, Nomor 02, 
November 2020, h. 87  
106 W. Melfa, “Penataan Hukum Menuju Hukum Ideal Dalam Pengaturan 
Pemilukada”, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 42, (No. 2), 2013, h. 211–217. 
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Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

Jakarta (ANTARA) - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan 

Umum untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan 

melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama lebih kurang 2 

tahun 4 bulan 7 hari127. 

"Menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa 

tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan 

melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih 

kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. 

Dengan demikian, secara otomatis, PN Jakarta Pusat pun 

memerintahkan untuk menunda pemilihan umum yang 

sebelumnya telah dijadwalkan berlangsung pada 14 Februari 2024. 

Adapun pertimbangan majelis hakim dalam putusannya, 

yakni untuk memulihkan serta terciptanya keadaan yang adil, serta 

melindungi agar sedini mungkin tidak terjadi lagi kejadian-kejadian 

lain akibat kesalahan ketidakcermatan, ketidaktelitian, 

ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan oleh tergugat, dalam hal 

ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), majelis hakim memerintahkan 

kepada KPU untuk tidak melanjutkan sisa tahapan Pemilu 2024. 

 
127  Putu Indah Savitri, Hernawan Wahyudono, 
https://sultra.antaranews.com/berita/440901/pn-jakarta-pusat-
mengabulkan-gugatan-partai-prima-tunda-pemilu-2024, diakses pada 
tanggal 10 Maret 2024, pukul 08.08 WIB  
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https://sultra.antaranews.com/berita/440901/pn-jakarta-pusat-mengabulkan-gugatan-partai-prima-tunda-pemilu-2024
https://sultra.antaranews.com/berita/440901/pn-jakarta-pusat-mengabulkan-gugatan-partai-prima-tunda-pemilu-2024
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Internasional Di Bidang Penegakan Hukum Guna Meningkatkan 

Hubungan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Rangka 
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Lemhannas RI Tenaga Ahli Pengajar 2015 2018. 

Selain penugasan dinas dalam negeri ia juga  diberikan 
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antara lain: 1992 Police Study on Criminal Investigation, 

Bundeskriminalamt-BKA Weisbaden-Germany; 1998 Special 
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Nation Conference on Arms Smuggling, New York-USA; 2007 

Comparative Study of Police System in South 6Korea, China and 

Hongkong; 2007 Interpol Working Group meeting on Trafficking in 

Person (TIPS), Canada ; 2008 Working meeting on Cocaine-related 

Crime in Asia with Involvement of West African Criminal Group, 

Bangkok; 2008 The 77th Interpol General Assembly, Saint 

Petersburg-Rusia; 2008 Comparative Study Of Detention System 

And Mechanism Of Law In Netherland, Germany And France; 2009 

5th Annual Heads of NCB-Interpol Conference, Lyon-France; 2009 

Working meeting Project Kanun ethnic Albanians and illegal drugs 

trafficing, Ohoid Farmer Yugoslavia Republic of Macedonia; 2009 

29th Aseanapol Conference, Hanoi Vietnam; 2009 4th International 
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Humanity, Norway; 2009 Joint investigation on Virtual Fraud Crime 
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on Crimes Prevention and Criminal Justice, Salvador-Brasill; 2010 

Interpol Fugitive Conference, Toronto-Kanada; 2010 Study 
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ia juga merupakan Dosen Universitas 

Muhammadiyah Makassar. Puluhan 
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Concerning Provison of The Development of 
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Corporate Governance) di Bidang Pengamanan Asset untuk 
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Kesehatan di Kabupaten Bantaeng, (Jurnal Dinamika Pemerintahan, 
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2019); dan Legal Study about Demotion of The Indonesia National Army 
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Transportation of The RI, (Res Nulius Law Journal, 2019). 

Adapun karya yang terbit di jurnal internasional pada tahun 2019 

antara lain Factor That Affect Governance of Land Administration service 

in Anjatan Districty, (International Jurnal of Social Science Humanities 

Research, 2019); dan Improving The Quality of Public Service: Study of 

Land Administration Service in Anjatan District, Indramayu Regency, 
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Corruption on The Pierching Principles of The Governance Veil in 

Realizing Good Governance and Clean Governance in Indonesia, (Journal 

L Sociale, 2020); Effort to Increase the Fisherman Income Through 

Finance Management of The Independent Fisherman Group in Village 

Matirro Bombang, Pangkep Regency, (Journal La Bisecoman, 2020); 

Legal Review of Port Cooperation Agreement: Strength Assessment 

between Law Number 17 of 2008 Concerning Ports, (South Asian 

Research Journal of Humanitues Social Sciences, 2020); Government 

Handling and Policies in Overcoming The Covid-19 Pandemic in 

Indonesia, (East African Scholar Journal of Education and Literature, 

2020); Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in The Field 

of Securing Plantation Assets, (Journal La Sociale, 2020); The Effect of 

Implemeting  Mixed Marriage Policies on Improving Public Welfare, 

(International Journal of Mechanical and Production engimeering 

Research and Development (IJMPERD) (Scopus), 2020); Prespective 

of Cooperation in the Port based on the Principle of Salus Populi Suprema 

Lex, (Artech Journsl of Art and Socisl Sciences (AJASS), 2020); Good 

Governance in the Management of Village-owned Enterprise: 

Review of Legal Prespective, (IAR Journal of Humanities and Social 

Sciences, 2020); Village Fund Management: Risks in Management of 

Village-Owned Enterpreses, (Artech Journal of Current Business 

and Financial Affair (AJCBFA), 2020); dan Improving the Quality of 

Sea Transportation Licensing Service throught Digital Technology-

based Losencing Service, (Solid State Technology Archives 

Available, 2020). Pencegahan penyalahgunaan  dana badan usaha 

milik desa (bumdes) menuju good governance of bumdes yang 

berdasarkan prinsip government judgement 

rulehttp://jurnal.ummu.ac.id/index.php/jgoa, 2021) 

Sedangkan Buku-buku yang telah di tulis antara lain: 

Penerapan Good Corporate Governanance (GCG) untuk 
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Pengamanan Aset Perusahaan; Gagasan Perubahan Perizinan 

Transportasi Laut; Membangun Kualitaas pelayanan Administrasi 

Pertanahan; Perkawinan Campuran & Kesejahteraan; Risk 

Manajemen Good Corporate Governance Pengamanan terhadap 

pencurian TBS di Perkebunan berdasarkan UU Perkebunan No 39 

Tahun 2014; Legalitas Perkawinan Antar Warga Negara Di 

Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu; Pengaruh 

Kepemimpinan, Profesionalisme Dan Komitmen Anggota Polri 

Terhadap Kinerja Divisi Propam Polri; Pengaruh Implementasi 

Kebijakan Pemda terhadap perkawinan antar warga negara di 

dalam pembangunan perekonomian, soal, budaya di Kabupaten 

Indramayu; Pengaruh Implementasi, Manajemen Pemerintahan, 

Terhadap Kinerja, Peran dan Fungsi Camat di  Indonesia; 

Dasyatnya oney Politik Pilkades (Pilwu) di Indramayu; Peran, 

Fungsi, Kedudukan Kepolisian dalam pemerintahan, penegakan 

hukum dan koloborasi pemberantasan Korupsi di Indonesia; 

Implementasi, Analisis, Perumusan Kebijakan Publik Kunci Utama 

Terselenggaranya Kesejahteraan di Indonesia; Terwujudnya 

Indonesia Menuju Negara Maritim Dunia yang Tangguh; Hukuman 

Mati Bagi Koruptor Penghisap Bantuan Sosial Untuk Rakyat Miskin 

Dimasa Covid-19; Peranan dan Upaya-Upaya Badan Narkotika 

Nasional (BNN) dalam Pemberantasan, Pencegahan Kejahatan 

Narkotika di Indonesia; Perencanaan Strategik dalam Menyiapkan 

Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Daerah yang Profesional 

dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era 

Digital 4.0; Pembangunan Transportasi Tol Laut dalam 

Mewujudkan Indonesia yang Makmur Menuju Poros Maritim 

Dunia; Kereta Api Trans Sulawesi antara Pengguna Transportasi & 

Ekonomi Masyarakat; Polri di bawah Kementerian dalam Negeri 

antara Politik atau Pelemahan Institusi; Urgensi Kepemilikan Hak 

Tanah Timbul di Patimban dalam Perspektif Undang-Undang 

Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 

1960, Ketegasan Polri & Penegakan Hukum Dalam Membuka Tabir 

Hitam Kekejaman Fredy Sambo Dalam Kasus Pembunuhan 

Nopryansah Yoshua Hutabarat, Lintasan Pandangan Mata Yang 

Remang-Remang Tentang Dilema Indonesia  Lumbung Sawit 
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Dunia Versus Peran Dan Fungsi Kementerian Perdagangan RI  

Dalam Menanggulangi Tingginya Dan Langkanya Di Pasaran, 

(Membeli Minyak Goreng Via Kartu Tanda  Penduduk), Seputar 

Lintasan Kejahatan Realita Antara & Kamuflase Pidana 

Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik; 

Siapa Diuntung dan siapa yang Buntung  Penundaan Pelaksanaan 

Pemilu 2024   Untuk  Kepentingan Rakyat atau Cukong dan 

Merupakan Pemakzulan Konsitusi, Demokrasi di Indonesia. 

Pendidikan formalnya bermula dari MI Tarbiyah Wata’lim 

Indramayu (lulus tahun 1989), MTs Al-Wahab Jakarta (lulus tahun 

1992), MA Al-Huda Jakarta (lulus tahun 1995), S1 FIH Indramayu 

(lulus tahun 2006), S2 FIP Tangerang (lulus tahun 2008), dan S3 FIP 

Jakarta (lulus tahun 2017). Selain itu, ia juga mengambil S2 FIH 

Medan (lulus tahun 2020). Untuk pendidikan non formal meliputi 

Mengetik Manual di Mars College Jakarta tahun 1995, Mengetik 

IBM di Mars College Jakarta tahun 1996, Komputer di Mars College 

Jakarta tahun 1996, Akutansi Bon A Bon B di PKBMN Jakarta tahun 

1997, Beginner Course di PKBMN Jakarta tahun 1996, Free 

Elementary di PKBMN Jakarta tahun 1996, Elementary One di 

PKBMN Jakarta tahun 1996, Elementary Two di PKBMN Jakarta 

tahun 1996, Intermedite One di PKBMN Jakarta tahun 1998, 

Intermedite Two di PKBMN Jakarta tahun 1998, Advance di PKBMN 

Jakarta tahun 1998, Conversation di Mars College Jakarta tahun 1996, 

dan Perpajakan di Dirjen Pajak Jakarta tahun 2010. 

Sementara, pendidikan dan pelatihan yang diikuti antara lain 

My  Dreams Future Procurement  break Through di LPKN tahun 2020, 

Certificate Prourement Contract Legal Expert (CPCLE) di International 

Frederation of Procurememt Bar Association (IFPB) tahun 2020, 

Certificate Procurement  in Perpetice ISO di Nevi Belanda tahun 2020, 

Implementasi System Thinking dalam Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pelatihan & Sertifikasi 

Kompetensi Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam 

Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN/Angkasa 

Pura/Surveyor Indonesia tahun 2020, Dinamika Balcklist dalam 

Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Diklat Menghadapi 

Audit & Resiko Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
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di LPKN tahun 2020, Pengadaan Barang/Jasa dari berbagai 

Perspektif di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu 

(Understanding and Implementing ISO 9001:2015) di LPKN tahun 

2020, Sertifikasi Kompetensi Assesor Pengadaan Barang/Jasa di 

LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di 

BNSP tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di 

BNSP tahun 2020, Diklat Aspek-Aspek Perancangan Bangunan di 

LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa 

Konstruksi di LPKN tahun 2020, Memahami Ilmu Pengadaan & 

Peluang Mendapatkan Proyek Pemerintah (Pengadaan Barang & 

Jasa Pemerintah) di LPKN tahun 2020, Pengalaman Lapangan pada 

Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, 

Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 

Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, 

Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan 

Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di 

LPKN tahun 2020, Diklat Strategi Pengadaan Tahun 2021 & 

Penyelesaian Pekerjaan Akhir Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, 

Diklat Pinjam Bendera dalam Pengadaan  Perspektif Realita 

Lapangan & Ketentuan Per-UU di LPKN tahun 2020, Pelatihan 

Pengadaan Barang & Jasa Sitem Informasi Kinerja Penyedia 

(SIKAP) di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu ISO  

9001:2015 Awarness, Understanding & Implementing Quality 

Management System di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & 

Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, dan 

Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 

Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, 

Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan 

Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di 

LPKN tahun 2020, New Normal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 

“How  to Perform While Transform” di LPKN tahun 2020, Pemberian 

Kesempatan dengan Perpanjangan Masa Kontrak di LPKN tahun 

2020, Strategi BUMN menuju Transformasi Pengadaan Barang/Jasa 

di LPKN tahun 2020, Meningkatkan Kualitas Pengadaan melalui 

Quality Assurance dalam Era Industri 5.0 di LPKN tahun 2020, 

Pengadaam Mutu Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pelaku 
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Pengadaan: Konsep Pengenalan Sederhsns Perpres No.16/2018 

bagi PNS di LPKN tahun 2020, Perijinan Terintegrasi (OSS) pada 

Pengadaan Barang & Jasa di LPKN tahun 2020, Jerat & Celah 

Hukum Pengadaan dalam Keadaan Darurat di LPKN tahun 2020, 

Pembekalan Teknis untuk Pejabat Pengadaan Barja di LPKN tahun 

2020, SMK 3 Konstruksi di LPKN-BNSP tahun 2020, di LPKN tahun 

2020, NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2020, Master 

NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2021, Pembekalan 

Teknis bagi PPK dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan TA 2020 & 

Kompetensi Pejabat PPK di LPKN tahun 2021, Training of Trainer 

(TOT) di BNSP tahun 2020, Penerapan Kontrak Kerja Konstruksi di 

BNSP tahun 2020, Persiapan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di 

BNSP tahun 2020, Training of Trainer (TOT) Internasional di IPB-

KAN tahun 2021, Training of Trainer (TOT) BNSP di LPKN-Pelatinas 

tahun 2021, Pengelolaan Lembaga Pelatihan BNSP di LPKN-

Pelatinas tahun 2021, Metodologi Pelatihan Jarak Jauh BNSP di 

LPKN-Pelatinas tahun 2021, Certified International Quantitative 

Research (CIQnR) di Quantum HRM International_KAN tahun 2021, 

Certified International Qualitative Research (CIQaR) di Quantum HRM 

International_KAN tahun 2021,  

Pengalaman kerja meliputi guru di SMP Pemda Anjatan 

tahun 1998-2002, guru SMP PGRI Anjatan tahun 1998-2002, guru di 

SMAN 1 Anjatan tahun 2001-2002, dosen Unidarma Indramayu 

tahun 2006-2012, dosen Unma Majalengka tahun 2006-2012, dosen 

STMY Majalengka tahun 2010-2012, manager Primkoppol 

Denmabes Polri tahun 2003-2013, dosen Universitas Indonesia 

Timur tahun 2012-2013, dosen Universitas Satria Makassar tahun 

2013-2014, Sekretaris Rektor Universitas Satria Makassar tahun 

2012-2014, Tenaga Ahli Hukum & Pemerintahan Ketua Fraksi PKS 

Fraksi PKS DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2012-2014, Personal 

Expert Consultant KSOP Sunda Kelapa tahun 2014-2015, Tenaga 

Ahli Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Wakil Ketua 

Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Personal Expert 

Consultant KSOP Gresik tahun 2016-2017, dosen Unismuh  

Makassar tahun 2013 S/d Sekarang, Dosen STIP-AN Jakarta tahun 

2017-2018, Konsultan Hukum & Pengamanan PT. Perkebunan 
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Nusantara IV Medan – Sumatera Utara tahun 2017 S/d Sekarang, 

Personal Expert Consultant di KS Internasional Pelabuhan 

Tanjaung Priok tahun 2019-2020, dan Personal Expert Consultant di 

Dirkapel tahun 2020 Sd/ Sekarang, Konsultan Hukum PT. 

Perkebunan Nusantara XIII Kalimantan Barat Agustus 2021 S/d  

Sekarang. 

Untuk berkorespondensi bisa menghubungi nomor kontak 

+62813 2417 8569 atau email Bintang.lyatiara66@gmail.com, juga 

bisa berkunjung di Ilmu Pemerintahan FISIP. Universitas 

Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar. 
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